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OTT KPK terhadap Bupati Kabu-
paten Purbalingga, Senin 30 Agustus
2021 bersama suami menambah jum-
lah pejabatyang diduga mentransaksi-
kan jabatan. Jabatan menjadi “barang
ekonomi” dan objek transaksi dengan
tarifnan menggiurkan. Idealnyajabatan
selain harus ditunaikan dengan baik
juga adalah kanaluntuk menyalurkan
ekspektasi banyak orang dan mereal-
isasikannya serta menciptakan kondisi
kesejahteraan (welfare economic)yang
lebih baik. Transaksi jabatan merupa-
kan bentuk perilaku menyimpang (de-
viant behavior) di dunia birokrasi. Tu-
lisan berikut mencoba menganalisis
perilaku pejabat/birokrat yang men-
transaksikan jabatan dari perspektifpe-
rilaku ekonomi. Kemudian menawar-
kan instrumen yang dapat dipakai agar
perilaku pejabat tidak out of line.
Penyimpangan Potret Dis-

I equilibrium

Janji yang diucapkan oleh setiap
pejabat diawal memangku jabatan se-
lain merupakan komitmen atas tugas
dantanggungjawab jugaadalah tuntu-
tan yang harus ditunaikan dengan
baik, sungguh-sungguh dan penuh
semangat. Tidak hanya dari janji, tun-
tutanjuga dapatbersumber dari kewa-
jibanmenjalankan visi dan misiorgan-
isasi atau pemerintahan dan aturan-
aturan tugas yang termuat dalam UU
dan perarturan serta ketentuan teknis
terkait jabatan yang diemban. Semua
ini menjadi demand yang harus di-
penuhi.

Setiap pejabat tentunya harusme-
menuhi demand sebagai bentuk nya-
takan melaksanakan komitmen dan
bukti kuat atas ketaatan pada aturan
dan kesetiaan pada janji. Setiap peja-
bat harus memperoduksi dan men-
supply perilaku (effort) yang sesuai
janjijabatan dan aturan yang ada keti-
ka melaksanakan jabatan kepada
masyarakat. Kesamaan (equilibrium)
perilaku pejabatsebagaimana dituntut
(demand) dengan apayang dilakukan
pejabat untuk publik (supply effort)
inilabkondisiyangseharusnya terjadi.
Namundalamkenyataannya, demand
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dan supply perilaku pejabat bergerak
menuju titik yang berbeda dan men-
ciptakan kondisi dis-equilibrium (keti-
daksamaan/keseimbangan).
Transaksional jabatan merupakan
bukti konkrit supply perilaku pejabat
tidak sejalan dengan demand. Setiap
pejabat pemerintahan dituntut untuk
berperan pro-aktifmenciptakan clean
andgood government. Pelayananyang
diberikan kepada masyarakat sebagai
pengguna jasa layanan harus maksi-
mal untuk meningkatkan kesejahter-
aanmasyarakat dan tanpa diskrimina-
si serta mengayomi. Perilaku transak-
sional jabatan menjadi noda hitam
dan kontraproduktif bagi terciptanya
clean and good government. Artinya,
perilaku. yang di-supply pejabat berg-
erak menuju titik yang berlawanan
arah. Sehingga kurva ekuilibrium per-
ilaku pejabat menjadi suatu harapan
yang masih jauh dari kenyataan.
Kuatkan Tiga Instrumen
Kondisi ideal yangdiharapkan ter-
jadi di dunia birokraksi adalah para
pejabat istigamah  dengan janji dan
menjadileader bagi pencapaian kese-
jahteraan masyarakat. Praktek transak-
si jabatan baik bagi yang “menjual”
maupun bagi yang “membeli” kedua-
duanya adalah bentuk perilaku meny-
impang (deviant behavior) dari prin-
sip clean and good government.

Lalu, apa instrumen yang dapat
dipakai agar perilaku pejabat tetap on
the track. Banyak jawaban yang ter-
hidang dantersedia dalam literatur ter-
utama terkait dengan economic be-
havior. Paling tidak ada 3 instrumen;
pertama, penegakkan hukum. Pene-
gakan hukum yang strong sangat di-
tuntut. Hukum yang kuat baik di atas
kertas maupun di dalam pelaksanaan
akan dapat menjadi insentif bagi ter-
ciptanya clean and good government
dan menjadi dis-utility (tidak meny-
enangkan) bagi setiap perilaku yang

menyimpang. Sebaliknya, lemahnya
hukum menjadi utility (menyenang-
kan) bagi pelaku yang menyimpang
dariaturan. Perludiingat, hukumyang
lemah bukan monopoli dalam arti
tidak cukupnya aturan yuridis yang
menjangkau dan mengontrol perilaku
pejabat tapi lebih dari itu adalah
ketidakkonsistenan dan ketidakte-
gasan dalam penegakan hukum, Atu-
ran hukum sudah cukup banyak dan
bahkan ada yang overload dan tump-
ang-tindih. Kita tidaklah kurang dari
sisi aturan. Tapi yang kurang adalah
konsistensi dan strong,

Problem discount hukuman yang
marak sekarangini menjadi wajah ter-
ang lemahnya pelaksanaan hukum.
Hukuman yang awalnya diharapkan
berfungsi preventif dan juga kuratif
menjadi tidak optimal bekerja. Pene-
gakan hukum yang lemah ini menjadi
variabel yang berkontribusi padamun-
culnya intensi (niat akan melakukan)
danbahkan perilaku aktual (actual be-
havior) perilaku menyimpang di du-
nia birokrasi.

Kedua, agamamenjadiinstrumen
penting dari dalam (instrinsic). Di ka-
langan economist, agama dipandang
berisikan panggilan (beruf/calling)
yang bersifat sakral. Setiap perilaku
ekonomi (pelaku) yang dijiwai oleh
agama akan menjadi sebuah seman-
gat dan menjadi input yang mem-
produksi nilai-nilai tanggungjawab ke
Tuhan, kejujuran dalam berbuat, dan
kerja keras. Agama memiliki efek ter-
hadap rendahnya tingkat penyam-
paian laporan perusahaan yang irreg-
ularities (Dyreng, 2010) dan men-
gurangi transaksiabnormal dan men-
ingkatkan penerimaan (Guire, 2010).

Agama Islam memuat keyakinan
adanya kehidupan setelah kehidupan
di dunia (hereafter) dapat mendorong
perilaku rasional tidak hanya untuk
short-run tapi adalah untuk long-run
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(Azizi. 1996; Ianaccone, 1998). Selain |
itu, adanya hukuman (punishment) ;
yang diberikan kepada manusia yang
melakukan pelanggaran dari ketentu- .
anNya baik yang langsung di dunia
(worldly) dan adananti di akhirat (di-
vine) memiliki peran dalam mempen-
garuhi dan mengarahkan perilakuagar
tetap on the track (Lehrer, 2004). Key- |
akinan ini menjadi self-inforcement,
bagi setiap muslim tidak bebas mela-
kukan apa saja menurut kemauannya
danmenyimpangdariketentuan-Nya. |
Ketiga, peneliti diranah ekonomi-
menempatkan dan memastikkan cul-
tural belief sebagai variabel pemben-
tuk perilaku. Sebagai nilai-nilai yang
kuat dianut dan diamalkan masya-
rakat, cultural belief dapat menjadiin-
formal enforcement melaluiinteraksi
sosial yang dibangun dan melalui,
sanksi sosial yang diterapkan (Greif,
1994). Dalam komunitas bisnis di
Jepang telah melembaga dengan baik
KubuNakama. Kubu nakama berfung-
si sebagai pelindung dari terjadi per-
ilaku menyimpang dari komitmen
(janji) setiap pelakubisnis. Pelakubis-
nis akan berpikir seribu kali jika akan
melakukan penyimpangan dari komit- -
menmengingatsanksisosial yangsan-
gat berat akan diterima sebagai kon-;;
sekuensi penyimpangan. £
Masyarakat kita memiliki nilai--
nilai kebersamaan dan persaudaraan
yang dianutkuatdanitu dapatmeng-
atur dan mengarahkan perilaku mere-
ka. Nilai kebersamaan ini dapat dijadi-
kan kontrol sosial untuk mengeliminir
perilaku menyimpang, Sanksi sosial:
yang ada di masyarakat dapat dikuat- -
kan untuk preventif munculnya per-,
ilakumenyimpangdari nilai-nilaiyang
sejatinya dihormati dan dijaga. ]
Akhirul kalam, banyaknya aturan.-
hukum ternyata belum manjur untuk; |
mencegah perilaku menyimpang (de-
viant behavior) yang terjadi di dunia |
birokrasi. Nilai-nilaiagama dan cultur-1,

- al belief harus diadopsi dan diindulksi,

dalam upaya menjamin dan mencip-
takan perilaku pejabaton the track. Se- {
moga. (*)



